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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya tim Sapu Bersih Pungutan Liar OKU Timur
dalam menanggulangi pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan
Martapura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Informan atau narasumber dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Uji keabsahan data yang
digunakan meliputi uji credibility, uji trasferability, uji dependability dan uji confirmability.
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa upaya tim Sapu Bersih Pungutan Liar OKU Timur dalam menanggulangi
pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di Kecamatan Martapura yakni intelijen
meliputi pemetaan, penyusupan, eliciting, dan saran dalam melaksanakan tugas, pencegahan
meliputi sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan, penindakan meliputi upaya represif, operasi
tangkap tangan, dan memberikan surat rekomendasi di lembaga terkait terjadinya pungli,
menghimpun dan menyalurkan ke lembaga berwenang dan yustisi meliputi memberikan
saran terkait hukuman yang akan diberikan, menyerahkan pelaku pungli ke pengadilan,
mengawas dan mengawal proses peradilan.

Kata kunci: Saber Pungli, Pelayanan Pembuatan KTP

Pembimi\ing 1, Pembimbing 2,
Drs. Emil aisal., M.Si. Kurnisar, S.Pd, M.H.
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ABSTRACT

This study aims to know the efforts of The Task Force clean sweap illegal levies OKU Timur
to overcome illegal levies on an identity card service in Martapura sub-districk. This study is
using a descriptive method with a qualitative approach. The informant or speaker in this
study amounted to 12 people. There are three data collection techniques which are
documentations, interviews, and observations. The validity tests of the data used include
which are credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Data
analysis techniques used are data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions.
Based on the data analysis that has been done before, it can be concluded that the efforts of
the Task Force clean sweap illegal levies OKU Timur to overcome illegal levies on an
identity card service in Martapura sub-districk that is intelligent covers maping, infiltration,
eliciting, and give suggestion to implement the task, prevention covers socialization,
counseling, and training, repressive covers repressive efforts, arresting, give a
recommendation letter to institution which illegal levies happen, compile and sublimate to
authoritative institution and justice covers give suggestion about the punishment, hand over
the perpetrator of illegal levies to the court, supervise and guarding the process of court.

Keywords: The Task Force clean sweap illegal levies, identity card service

Pembipfding 1, Pembimbing 2,
Drs. Emi aisal., M.Si. Kurnisar, S.Pd, M.H.
NIP 19681 994121001 NIP 197603052002121011

NAN

NIP 198707042015041002



Universitas Sriwijaya

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian jasa kepada masyarakat dengan atau tanpa bayaran yang
dilakukan penyelenggara pelayanan swasta ataupun pemerintah dengan tujuan
membantu masyarakat dalam memenuhi kepentingannya dalam kehidupan sehari-
hari disebut dengan pelayanan publik. Pada umumnya pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat tidak dimintakan pungutan atau dengan kata lain diberikan
secara cuma-cuma, hal ini karena pelayanan tersebut adalah bentuk kompensasi
pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Namun untuk beberapa hal, terkadang
masyarakat dimintai pungutan atas pelayanan yang ingin diterima. Akan tetapi,
tarif pungutan yang diminta ditetapkan pada harga yang terjangkau sesuai dengan
kemampuan dari masyarakat. (dalam Santosa, 2009: 57-58)

Namun, penyamaan terhadap pemberian tarif untuk setiap pelayanan
kepada seluruh golongan masyarakat adalah hal yang justru tidak mencerminkan
keadilan. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai tingkat kemampuan
ekonomi yang tidak sama dan terlebih lagi tingkat urgensi yang dibutuhkan
masyarakat atas pelayanan tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu, pelayanan
publik harus memiliki sistem yang dikelola dan dilaksanakan serta berorientasi
pada pelayanan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan desain sederhana,
terbuka, efisien, ekonomis, aman, jelas dan pasti. (dalam Santosa, 2009: 63)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan :

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara  pelayanan  publik.”  (https://cdn.setneg.go.id.

Diakses pada 3 November 2018)
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Dengan adanya pelayanan publik maka akan memudahkan masyarakat
dalam berbagai hal seperti administrasi kenegaraan. Masyarakat disini memiliki
kedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan publik meliputi seluruh
pihak, mulai dari warga negara, rakyat ataupun penduduk baik manfaat langsung
dan tidak langsung. Dan ketika masyarakat menggunakan pelayanan akan merasa
kepercayaannya terhadap penyelenggara pelayanan publik atau pemerintah.

Selanjutnya Black (dalam Danil, 2014: 3) mengemukakan tentang arti
korupsi yaitu “An act done with an intent to give some advantage inconsistent
with official duty and the rights of others.” Kemudian mengutip definisi korupsi
menurut Gray (dalam Hamzah, 2012: 8) yang berpendapat, “Berdasar dari definisi
korupsi, maka sogokan dan pungutan liar atau uang siluman adalah “harga pasar”
yang oleh oleh “konsumen” apabila berniat “membeli” suatu hal/ benda tersebut
harus dibayarkan, dalam hal ini yang dimaksud tersebut adalah suatu keputusan
dari penyelenggara pelayanan atau dengan sebutan lainnya yaitu tanda tangan.

Pelayanan publik yang langsung berhubungan antar-orang perorangan
merupakan pelayanan publik yang seringkali menimbulkan permasalahan karena
sifat-sifat yang berbeda dari setiap individu, sehingga sikap dari pelayanan
berbeda-beda. Selanjutnya Zeithaml et al. mengonsepsikan mutu layanan publik
melalui 2 hal, yaitu “expected service dan preceived service. Kedua hal tersebut
dibentuk atas ukuran pada mutu layanan, vyaitu; tangibles, rehability,
responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, acces, communication,
understanding the customer.” (dalam Santosa, 2009: 58-59)

Dalam hal reformasi dibidang hukum dan untuk meningkatkan mutu
kualitas pelayanan publik telah ditetapkan kebijakan pemerintah berupa peraturan
dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.
Dalam hal terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dari
penyelenggara pelayanan publik, juga ditetapkan peraturan mengenai pungutan
liar (pungli) sebagai tindak pencegahan dan penindaklanjutan yang terdapat pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber
Pungli.
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Pungli umumnya salah satu tindakan penyelenggara pelayanan atau
pejabat pemerintahan yang meminta sejumlah uang atau mempersulit suatu proses
dengan tujuan meminta uang yang tidak berdasarkan peraturan. Pungli merupakan
salah satu hal yang melanggar hukum atas pelaksanaannya meminta suatu hal
tertentu tanpa adanya landasan resmi. Praktek pungutan ini telah menjadi hal yang
biasa bahkan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kecil saja tetapi masyarakat
yang berpendidikan pun turut melakukan tindakan melanggar hukum ini.

Sebelum dikenal istilah ‘pungli’, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
telah mendeteksi kegiatan melanggar aturan ini yang cenderung kepada pungl
melalui istilah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang terdapat
dalam Pasal 423. Berkenaan dengan fakta bahwa pungutan liar dalam segala
bentuknya semakin hari semakin merusak tatanan bermasyarakat, maka
pemerintah berupaya untuk menyapu bersih tindakan pungli melalui cara yang
tegas yaitu membentuk suatu gabungan yang bertugas memberantas pungutan liar
yang diperkenalkan dengan sebutan Satuan tugas Sapu bersih Pungutan liar.
Seperti termaksud pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87
Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

“Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan

pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan

mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana
prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun

pemerintah daerah.” (dalam Mahardika, 2016: 159)

Sesuai dengan undang-undang tersebut, Satgas Saber Pungli memiliki
wewenang dalam hal yang akan dapat mencegah serta menindaklanjuti
penyimpangan dalam pelayanan publik. Satgas Saber Pungli yang berperan utama
dalam memberantas segala bentuk pungutan liar diharapkan dapat secara efektif
dan efisien dalam malaksanakan tugasnya dengan memgoptimalkan penggunaan
personil, satuan kerja dan sarana prasarana. Meskipun dalam kenyataannya
undang-undang mengenai tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai

tindakan pungutan liar belum diatur dalam sebuah peraturan khusus.
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Penelitian yang peneliti pakai untuk menambah informasi yaitu penelitian
oleh Khasana (2019) Universitas Sriwijaya dengan judul “Faktor-faktor Penyebab
Terjadinya Tindakan Kejahatan Pungutan Liar Parkir di Kota Palembang”, hasil
penelitiannya yakni pungutan liar terjadi karena beberapa faktor seperti
pengangguran, kurangnya ekonomi, dan gaya hidup zaman sekarang. Oleh karena
itu, pemerintah akan berusaha dalam menanggulanginya dengan cara membentuk
tim gabungan dalam memberantas pungli, melakukan sosialisasi dan patroli, serta
memberikan hukuman sebagai efek jera. (dalam khasana, 2019: 46-47)

Berikutnya yaitu penelitian Setiawan dan Surbakti (2018) Universitas
Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar”, hasil dari
penelitian ini yaitu birokrasi prosesnya diperlama, pengawasan yang kurang
optimal dan penyelenggara pelayanan administrasi yang menyelewengkan
jabatannya. Berdasar hal tersebutlah pemerintah dituntut untuk meningkatkan
kinerja agar pemerintahan menjadi bersih dan jujur. (http://eprints.ums.ac.id/.
Diakses pada 12 Agustus 2018)

Berikutnya penelitian oleh Ramadhani (2017) Universitas Sains Cut Nyak

Dhien, yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar
Terhadap Pelayanan Publik”, hasil penelitian ini yakni Menurut KPK pungli
termasuk gratifikasi. Dalam hal penanggulangannya peran pemerintah harus lebih
di intensifkan dalam penjalanan kebijakan yang telah ada. (http://ejurnalunsam.id/.
Diakses pada 12 Agustus 2018)

Fakta bahwa mulai dari tim Saber Pungli dibentuk pada 10 oktober 2016
hingga 13 september 2017 Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan jumlah
pungli terbanyak urutan keempat se-Indonesia dengan operasi tangkap tangan 57
kasus dan tersangka 99 orang. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh ketua
Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 1.551 pengaduan yang
masuk pada tahun 2018, sebanyak 148 kasus pungli yang berhasil diungkap
dengan 349 orang tersangka  (http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--
ombudsman-sumsel-tahun-2019-satgas-saber-pungli). Kemudian terkait data

pungli di Kabupaten OKU Timur, berdasarkan wawancara secara langsung
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dengan ketua tim Saber Pungli OKU Timur bahwa pungli yang terjadi
dimasyarakat sangat banyak dalam bidang apapun termasuk pelayanan publik,
namun karena pungli yang terjadi dimasyarakat tersebut dalam jumlah yang kecil,
maka sampai saat ini laporan-laporan mengenai pungli tersebut tidak dicatat
maupun didata siapa-siapa yang melakukan pungli, namun hanya dilakukan
pembinaan terkait tempat dimana terdapat tindakan pungli tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti telah laksanakan
terhadap ketua tim Saber Pungli, peneliti menyimpulkan bahwa terkait pungli
yang terjadi pada sektor pelayanan publik salah satu penyebabnya adalah individu
yang kurang bertanggung jawab akan tugasnya melayani masyarakat, ketua tim
Saber Pungli mengatakan bahwa untuk mengatasi maraknya pungli terutama
dibidang pelayanan publik, tim Saber Pungli secara khusus dibentuk untuk
mengatasi berbagai macam permasalah mengenai pungutan liar disegala sektor.
Meskipun dalam kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam tim saber
pungli itu sendiri dan terkait dengan pungutan liar di OKU Timur yang terbukti
tertangkap tangan hanya 1 kasus setelah terbentuknya tim saber pungli, namun
menurut ketua tim saber pungli OKU Timur dalam prakteknya banyak masyarakat
yang tersangkut kasus pungli dan karena pungli tersebut dalam jumlah yang kecil
maka hanya diberi pembinaan atas kesalahan tersebut.

Kemudian ketua tim Saber Pungli menambahkan bahwa pungli selama ini
seperti hal yang sudah biasa dan dimaklumi dalam kehidupan sehari-hari. Pada
proses pelayanan, tak jarang, setelah selesai proses pembuatan dimintai uang,
dengan dalih sebagai uang tanda terima kasih bahkan dilapangan tak jarang yang
terjadi malah sebaliknya, masyarakat yang ingin mempercepat proses
pelayanannya memberikan sejumlah uang kepada petugas pelayanan tersebut.

Menurut Hamzah (dalam Hamzah, 2012: 8) “Uang pelicin biasa disebut
uang terima kasih, uang rokok, uang semir, atau uang kopi. Praktek uang pelicin
biasanya terjadi pada instansi pemberi pelayanan yang prosedurnya tidak
transparan, berbelit-belit, dan tidak ada kepastian dalam lama waktu
penyelesaiannya. Bukan melakukan perbaikan dalam pelayanan, justru praktek

uang pelicin yang pada akhirnya menjadi standar pelayanan tepat waktu. Hal yang
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berkaitan dengan permintaan uang, pemerasan, gratifikasi adalah hal yang sama
dengan pungutan liar, bahkan dalam kasus tertentu beberapa hal tersebut
tergolong ke dalam tindak pidana korupsi.”

Dengan melihat hal tersebut, ini merupakan tugas dari tim Saber Pungli
untuk mengatasi permasalahan pungutan liar yang merupakan penyakit birokrasi
agar praktek pungutan liar tersebut tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat
dan agar masyarakat dapat dengan nyaman menerima pelayanan publik dari
penyelenggara pelayanan publik tanpa adanya indikasi pungli. Berdasar kepada
penjabaran tersebut, maka peneliti memiliki maksud mengadakan penelitian
mengenai “Upaya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar OKU Timur dalam
Menanggulangi Pungutan Liar pada Pelayanan Pembuatan KTP di

Kecamatan Martapura”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini yaitu
bagaimana upaya tim sapu bersin pungutan liar OKU Timur dalam
menanggulangi pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di kecamatan

Martapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian
ini yaitu untuk mengetahui upaya tim sapu bersih pungutan liar OKU Timur
dalam menanggulangi pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP di

kecamatan Martapura.

1.4 Manfaat Penelitian
Setelah dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini
dapat bermanfaat untuk masyarakat, tim Saber Pungli dan peneliti baik manfaat

secara teoritis ataupun praktis.
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1.4.1 Manfaat Teoritis

Setelah didapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini
dapat menjadi teori tambahan dari teori yang ada sebelumya terkait tim sapu
bersih pungutan liar dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan
publik, sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik tanpa adanya

praktek pungli.

1.4.2 Manfaat Praktis
1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Setelah didapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini
mampu memperbaiki dan menyadarkan masyarakat bahwa pungli merupakan
tindak pidana yang dapat dilaporkan. Dan dalam kehidupan sehari-hari diharapkan
masyarakat dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar,

supaya tidak terdapat lagi praktek pungutan liar.

1.4.2.2 Bagi Tim Saber Pungli

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi tim Saber
Pungli kabupaten OKU Timur supaya dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya terkait dengan upaya dalam memberantas kegiatan melanggar
hukum yakni praktek pungutan liar dapat lebih baik dan agar proses pelayanan

publik dapat terbebas dari praktek pungli.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Setelah didapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini
mampu membuat peneliti mengetahui lebih banyak hal terkait kegiatan melanggar
hukum yaitu pungutan liar, dan bertambah wawasan akan upaya tim sapu bersih
pungutan liar OKU Timur dalam menanggulangi pungutan liar pada pelayanan

pembuatan KTP di kecamatan Martapura.
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